RENCANA KERJA

Menimbang

Mengingat

KEPA
KAB

PERATLU
KE
NO

DENGAN RAE
KEPA|

: a. bah
mern
sebs

b. bah
prio
rang

c. bah
ters
mern

LA DESA IGIRMRANAK
UPATEN WONOSOBO

JRAN DESA IGIRMRANAK
CAMATAN KEJAJAR
MOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PEMERINTAH DESA IGIRMRANAK
TAHUN 2024

IMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LA DESA IGIRMRANAK,

wa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib
yusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
1gai penjabaran dari RPJM Desa;

wa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi
ritas program, kegiatan, dan anggaran dalam
yka mewujudkan visi dan misi Desa;

wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
ebut pada huruf a dan huruf b, perlu
etapkan Peraturan Desa tentang Rencana

Kerj

=

Pemerintah Desa Igirmranak Tahun 2024;
ndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
ntang Pembentukan Daerah-daerah
abupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
engah (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 1950 Nomor 42);
ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
ntang Pembentukan Peraturan Perundang-
ndangan  (Lembaran Negara Republik
donesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
234);
ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
ntang Keuangan Negara (Lembaran Negara
epublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
ambahan Lembaran Negara  Republik
donesia Nomor 4286);
ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
esa (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 5495);
ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
ntang Pemerintahan Daerah (Lembaran

egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik
donesia Nomor 5587) sebagaimana telah



10.

11,

12.

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
lentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah
embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 4578);

eraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

ndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
ndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 5717);

’eraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

ggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

egara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik

elanja Negara Tahun Anggaran 2024
embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 260);

ahun 2014 tentang Pedoman Teknis
’eraturan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
ahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

2014 Nomor 2094);
’eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

ahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Leuangan Desa (Berita Negara Republik
donesia Tahun 2018 Nomor 611);
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eraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7
ahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara
epublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

eraturan Menteri Keuangan Nomor :
90/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana

Peraturan Kepala  Lembaga Kebijakan
engadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13
ahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
engadaan Barang/Jasa di Desa (Berita

367); sebagaimana telah diubah dengan
eraturan Kepala  Lembaga  Kebijakan

ahun 2015 tentang Perubahan Atas
eraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan
engadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13
ahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
engadaan Barang/Jasa di Desa (Berita

S506);
eraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
omor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan,

2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
ahun 2021 Nomor 11);

eraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penyusunan
eraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten
onosobo Tahun 2015 Nomor 64);

eraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun
2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun
2015 tentang Pedoman Perencanaan
embangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Nonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

eraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun

Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
ahun 2018 Nomor 48);

eraturan Desa Igirmranak Nomor 03 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan
ak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Peraturan Desa Igirmranak Nomor 2 Tahun



Memperhatikan

Menetapkan

Dalam peraturan Desa ini y4

o

10.

BADAN PERMU

KEP

PERATUR
PEMERIN’

Daerah adalah Kabupat
Kecamatan adalah Kecs
Desa adalah Desa Igirm
Pemerintah Pusat selal
Republik Indonesia yan
Republik Indonesia se]
Dasar Negara Republik
Pemerintahan Daerah
Perwakilan Rakyat

Pemerintahan menurut
prinsip otonomi seluas
Kesatuan Republik Indg
Undang Dasar Negara R
Kewenangan Desa adal
kewenangan di bida
pelaksanaan Pembangu
dan Pemberdayaan
masyarakat, hak asal u
Pemerintahan Desa ad
dan kepentingan masy
Negara Kesatuan Repul;
Pemerintah Desa adal
nama lain dibantu Pe
pemerintahan desa.
Badan Permusyawarata
adalah lembaga yang
anggotanya merupakal
keterwakilan wilayah ds
Musyawarah Desa atg
musyawarah antara 1

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

enegah Desa Igirmranak Tahun 2019 - 2024;

No  140/1091/2023  Tentang
sunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

YAWARATAN DESA IGIRMRANAK
dan
LA DESA IGIRMRANAK

MEMUTUSKAN

DESA TENTANG RENCANA KERJA
'AH DESA TAHUN 2024

BAB I
[ ETENTUAN UMUM

Pasal 1
ing dimaksud dengan :
len Wonosobo.
imatan Kejajar.
ranak.
njutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
g memegang kekuasaan Pemerintahan Negara
bagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Indonesia Tahun 1945.

adalah Pemerintah Daerah dan Dewan
Daerah yang menyelenggarakan urusan
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
5-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
pnesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
tepublik Indonesia Tahun 1945.
lah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
ng penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
iInan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
sul dan adat istiadat.
lalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

arakat setempat dalam sistem pemerintahan
lik Indonesia.

ah Kepala Desa atau yang disebut dengan
rangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

in Desa atau yang disebut dengan nama lain
melaksanakan fungsi Pemerintahan yang
n wakil dari enduduk Desa berdasarkan
an ditetapkan secara.

lu yang disebut dengan nama lain adalah
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
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Desa, dan unsur magyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut
dengan nama lain] adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang disclenggarakan |oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menetapkan  prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa, swada
Pendapatan dan Belanj
Peraturan Desa ada
ditetapkan oleh Kepala
Badan Permusyawarat
Perencanaan Pembang;
yang diselenggarakan

Badan Permusyawaratf
partisipatif guna pemar
dalam rangka mencapai
Pembangunan Partisi
pembangunan di Desa ¢
oleh Kepala Desa

kekeluargaan, dan

pengarusutamaan perdjs
Pemberdayaan Masyar
kemandirian dan kesej
pengetahuan, sikap, ke
serta memanfaatkan s
program, kegiatan, dai
masalah dan prioritas k
Pengkalian Keadaan

pengumpulan data men
potensi, dan berbagai i
jelas dan lengkap kondi
Data Desa adalah gar
meliputi sumber daya
kelembagaan, sarana p

a masyarakat Desa, dan atau Anggaran

Daerah.
ah peraturan perundang-undangan yang
Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Desa.
inan Desa adalah proses tahapan kegiatan
oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan
lan Desa dan unsur masyarakat secara
1faatan dan pengalokasian sumber daya Desa
tujuan pembangunan Desa.
patif adalah suatu sistem pengelolaan
lan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan
dengan mengedepankan kebersamaan,
kegotongroyongan guna mewujudkan
amaian dan keadilan sosial.
akat Desa adalah upaya mengembangkan
ahteraan masyarakat dengan meningkatkan
trampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
sumber daya melalui penetapan kebijakan,
1 pendampingan yang sesuai dengan esensi
ebutuhan masyarakar Desa.

Desa adalah proses penggalian dan
genai keadaan obyektif masyarakat, masalah,
nformasi terkait yang menggambarkan secara
si serta dinamika masyarakat Desa.
nbaran menyeluruh mengenai potensi yang
alam, sumber daya manusia, sumber dana,
rasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu

pengetahuan dan tekn
Rencana Pembangun
disingkat RPJM Desa
untuk jangka 6 (enam)
Rencana Kerja Pemerin
adalah penjabaran d
tahun.

ogi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
Jangka Menengah Desa yang selanjutnya

dalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

ahun.

Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa

i RPJM Desa untuk jagka waktu 1 (satu)

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa atau pero
Anggaran Pendapatan
Desa, adalah rencana k
Dana Desa adalah dan
dan belanja negara yaj

ehan hak lainnya yang sah.

dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
euangan tahunan Pemerintahan Desa.

a yang bersumber dari anggaran pendapatan
ng diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer




melalui anggaran penc
digunakan untuk men
pelaksanaan pembangy
dan pemberdayaan mas
Alokasi Dana Desa,

perimbangan yang dite
dan Belanja Daerah

Khusus.

Lembaga Kemasyaraks
adalah lembaga yang
kebutuhan dan me
memberdayakan masya
Lembaga Adat Des
menyelenggarakan fun
susunan asli Desa ya
masyarakat Desa.

25.

26.

27

RKP Desa Igirmranak Tahut

anggaran Desa Igirmranak

selama kurun waktu 1 (sg
merupakan bagian yang tidg

RKP Desa Igirmranak Tahut
sebagai pedoman dalam pen

KE

Peraturan Desa ini mulai be
Agar setiap orang meng

Peraturan Desa ini dengal
Igirmranak.

lapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan
1biayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
inan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
syarakat Desa.

selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
rima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi

itan Desa atau disebut dengan nama lain
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan

upakan mitra Pemerintah Desa dalam
rakat.
s5a  adalah  merupakan lembaga yang

gsi adat istiadat dan menjadi bagian dari
ng tumbuh dan berkembang atas prakarsa

Pasal 2

n 2024 berisi prioritas program, kegiatan, dan
Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
tu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang
1k terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
1 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
yusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB II
' TENTUAN PENUTUP

Pasal 4

rlaku pada tanggal ditetapkan.

retahuinya, memerintahkan pengundangan
n menempatkannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di: Igirmranak
Pada tanggal : 29 September 2023

\RMRANAK

NAK TAHUN 2023 NOMOR 02




